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Pengantar

Februari hingga Maret 2001, Sampit, Palangka Raya dan Kualakapuas tercabik oleh ganasnya
konflik etnis. Peristiwa ini seakan menghentak urat nadi kemanusiaan kita bahwa konflik
terbuka antara Dayak dan Madura (baca: perang suku) kembali menjadi momok mengerikan di
negeri ini. Secara keji dan tanpa pertimbangan nilai manusiawi, darah bersimbah dan nyawa
melayang begitu murah di mata sesama manusia. Bentrok antar suku yang biasanya dipicu
masalah kecil berujung pada gemuruh genderang perang yang menggilas harga sebuah
kedamaian. Awal Juni 2004, situasi Timika kembali memanas oleh iklim konflik etnis yang tak
kunjung reda. Agaknya tradisi konflik memang sudah bercumbu dalam rumah peradaban
manusia. Saat itu bentrokan baru kembali pecah antara kelompok masyarakat Kwamki Lama
dan Kampung Jayanti di kawasan Timika. Suhu konflik kembali membara setelah masyarakat
Kampung Jayanti mengeluarkan teriakan-teriakan perang sambil mengacung-acungkan
persenjataan perang tradisional, seperti parang, panah dan tombak. Bentrok suku ini dipicu
oleh tewasnya Matius Murib pada 20 Mei 2004 yang tertancap panah Jimmy Murib yang
merasa kesal karena tidak diberitahu tentang kematian kemenakannya Novi. Ironis, sudah
hampir tujuh dekade negera Indonesia merdeka dibangun, namun nampaknya adat di negeri ini
masih meniscayakan bahwa hutang darah harus dibayar dengan darah.

Perang suku agaknya tak pernah usai dalam tradisi suku-suku di tanah Papua. Pertengahan Juli
2006, di Kwamki Lama, nama sebuah pemukiman di distrik Mimika Baru, sekitar tujuh
kilometer dari Timika, perang tradisional meletus antara kubu Elminus-Yusak Mom dan kubu
Yacobus Kagoya. Perang selama delapan hari tersebut mencatat 10 orang meninggal dunia, 168
orang terluka, dan lima rumah dibakar massa. (Kompas, 1 Agustus 2006). Perang etnis ini pada
awalnya disulut oleh tewasnya seorang anak warga Satuan Permukiman (SP) 13, Distrik
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Tembagapura, Kabupaten Mimika. Tradisi perang suku masih saja menyisakan betapa konflik
berdarah sudah mentradisi dan mendarah-daging dalam sebagian masyarakat kita. Tradisi ini
lebih diperburuk oleh mitologi yang turun temurun bahwa kehidupan alam kekal yang terbaik
hanyalah diperuntukan bagi mereka yang tewas di medan tempur. Konflik berdarah ala
pendekar silat di Madura masih terpelihara dengan baik hingga kini. Tradisi yang biasa disebut
carok terwariskan dalam memori kolektif masyarakat Madura. Konon carok diperlukan untuk
menjaga harga diri dan kehormatan individu atau kelompok. Pada 12 Juli 2006 terjadi carok
massal di di Desa Bujur Tengah, Kecamatan Batu Marmar, Kabupaten Pamekasan yang
menewaskan tujuh warga Desa Bujur Tengah dan sembilan korban luka (Gatra, 18 Juli 2006).
Konflik dipicu oleh persengkatan tanah kas desa antara mantan Kepala Desa Baidlowi dan
kepala desa baru H Mursyidin.

Aksi anarkisme pun sempat mewarnai perhelatan pilkada di Jawa Timur dan demo buruh
nasional di Jakarta pada Mei 2006. Pemilihan langsung Bupati dan Wakil Bupati Tuban yang
diselenggarakan pada tanggal 27 April 2006 menunjukan keunggulan pasangan Haeny Relawati-
Lilik Soeharjono yang didukung Partai Golkar dibanding pasangan pesaingnya, Noor Nahar
Husein-Go Tjong Ping yang disokong Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Partai
Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Hasil final pilkada ini ternyata mengundang amuk
pendukung pasangan yang kalah pada keesokan harinya. Mereka membakar gedung pendopo
Kabupaten dan kantor Komisi Pemilihan Umum Daerah Tuban. Bahkan, hotel, rumah pribadi,
kantor sebuah perusahaan properti, dan 12 mobil milik bupati Haeny Relawati dan suaminya
dibumihanguskan. Kerugian ditaksir 30 miliar rupiah. Demo buruh pada awal Mei 2006 di
Jakarta dalam rangka menolak revisi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan berujung pada pengrusakan fasilitas umum dan melumpuhkan nafas ibukota.
Bahkan kekuatan massa demonstran mampu menumbangkan pagar gedung DPR/MPR yang
dibangun dengan biaya miliaran rupiah.

Perbedaan pandang antara pribumi dan non pribumi ibarat bara yang mengendap dalam
tumpukan sekam. Kerusuhan rasial Mei 1998 merupakan noktah paling hitam dalam sejarah
bangsa ini. Peristiwa kelabu tersebut bagaikan gunung api yang meletuskan lahar anarkis di ibu
kota. Peristiwa yang menawarkan realitas sesungguhnya betapa bangsa ini masih terlalu rapuh
untuk menjadi bangsa digdaya. Pembauran dan akulturasi agaknya masih saja belum membumi
secara praksis dan konsep hidup bersama (livre ensemble) terus saja melayang di alam wacana.
Konflik yang disulut oleh perbedaan etnis pri dan non-pribumi terbukti mudah meletus adalah
kejadian di Makassar di awal Mei 2006. Sentimen etnis ini dipicu oleh pembunuhan terhadap
Hasniati (20 tahun) oleh anak majikannya Wandi Sandiawan (24). Tak ayal, Makassar pun
meradang. Kalau saja aparat tidak bergerak cepat maka sejarah hitam tidak mustahil bias
berulang.

Menengok sederet peristiwa anarkis di atas, timbul sebuah pertanyaan yang cukup miris dalam
benak kita, mengapa konflik dan amarah bisa begitu mudah menyala di negeri yang konon
dipenuhi nilai-nilai luhur nenek moyang yang beradab?. Konflik etnis pun merupakan realitas
laten yang selalu menyimpan daya ledak sosial yang cukup rentan. Agaknya fenomena
anarkisme dan konflik sosial di tanah air yang terus menggelindingkan bola panas menjadi
catatan istimewa bagi seorang Jacques Bertrand, penulis buku ini. Dia adalah seorang
Professor Madya bidang ilmu politik Universitas Toronto. Buku yang berjudul Nationalism and
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Conflict in Indonesia berusaha mengulas sisi gelap gejolak sosial dan perpolitikan Indonesia yang
terus menerus dihiasi oleh konflik berkepanjangan yang menghiasi wacana nasionalisme bangsa
ini. Merenungi harga konflik sosial yang begitu mahal, akankah Indonesia terbelah dan tercerai
berai seperti halnya bekas jajahan Soviet atau negeri Yugoslavia di awal 1990an? Semoga hal ini
tidak terjadi.

Buku ini adalah hasil kompilasi pengamatannya mengenai Indonesia yang dilakukan antara
tahun 1996 hingga 1999. Bertrand dalam mukadimahnya (h, xii) menyatakan bahwa studi
mengenai Indonesia masih saja berwatak “behind-the-scenes” (dibalik layar). Pengamatan
semacam ini tidak memiliki akurasi objektif karena persoalan tidak dikumpulkan dari “the very
ground”. Lebih-lebih lagi, ia menyatakan, bahwa para pengamat Indonesia lebih suka menelisik
Indonesia melalui teropong Jakarta. Walhasil, gelaran wacana yang dielaborasi masih saja
bermuara pada intrik kekuasaan, politik, dan realitas konflik yang hanya berkutat pada lingkar
Suharto beserta jajaran kroni dan orang-orang dekatnya. Padahal sejatinya realitas konflik
terjadi tidak hanya membuncah dari lingkaran kekuasaan semata. Pada kenyataannya konflik
sering terjadi di segenap pojok negeri ini. Konflik bagaikan air bah yang menggerus semua yang
ia lewati. Kasus Timor-Timor, Papua dan Aceh merupakan anomali tersendiri yang masih
tersisa menghiasi wajah nusantara ini. Konflik yang terjadi di Indonesia pada dasarnya
bukanlah barang baru. Ia sebenarnya sudah menunjukkan gejalanya semenjak rezim orde lama
berkuasa pada tahun 1950an. Bertrand berpendapat bahwa rezim Orde Baru memang mampu
mengeliminir kuantitas konflik dan mengikis sisa-sisa konflik warisan rezim Orde Lama.
Namun kenyataannya konflik sosial mengalami transformasi dan mutasi ke dalam konflik
bentuk lain.

Telaah Teoritis

Tradisi keilmuan untuk menelaah fenomena konflik dalam kehidupan manusia telah banyak
dilakukan oleh para sosiolog, seperti Machiavelli, Thomas Hobbes, Karl Marx dan Max Weber.
Kelahiran konflik dalam peradaban manusia, menurut Machiavelli dan Hobbes, lebih
disebabkan oleh perilaku individu manusia yang selalu saja rakus dalam pemenuhan hajat
perutnya sendiri (self-interests). Hal ini berakibat pada benturan-benturan kepentingan individu
dalam bangunan masyarakat itu sendiri karena perbedaan kepentingan dalam diri individu.
Dengan kata lain rambut sama hitam tapi isi kepala berbeda-beda. Seorang kawan pernah
berkelakar bahwa berbeda “pendapat” adalah lumrah. Namun yang menjadi tidak lumrah
adalah perbedaan “pendapatan” karena hal ini menyinggung kepentingan perut.

Untuk mengatur kehidupannya, maka manusia membuat tatalaksana sosial (social order), baik
berupa peraturan, norma, nilai, maupun agama. Tatalaksana ini dipandang sebagai aturan yang
bersifat memaksa yang dipelihara turun temurun. Oleh karenanya tidak mengherankan
andaikata atmosfir ideologis sebagai bungkus kepentingan individu memiliki daya magis
solidaritas untuk melanggengkan bahkan sumber justifikasi untuk memperebutkan kekuasaan,
terutama dalam memuaskan kepentingan individu atau kelompok tertentu. Tidak berlebihan
kiranya jika dikatakan bahwa idealisme dan moralitas bukanlah sesuatu yang ditakdirkan ada,
namun keduanya secara sosial diciptakan dan direkayasa (socially created) oleh para individu.
Sayangnya, pada tataran tertentu tatalaksana sosial sering menghamba kepada kelompok-
kelompok yang terlibat konflik. Tatalaksana sering tidak berdiri bebas bahkan terkadang
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menjadi landasan yang menjustifikasi kepentingan sesaat. Karl Marx menambahkan bahwa
konflik yang terjadi dalam kehidupan manusia sesungguhnya dikarenakan ambisi manusia itu
sendiri dalam memperebutkan sumber-sumber kebendaan duniawi (material). Materialisme
yang dianut manusia pada gilirannya mampu membangun hirarki stratifikasi sosial yang sangat
sarat intrik dan kerakusan. Karena posisi sosial dan keterbatasan material yang tersedia, maka
manusia bersaing keras untuk memperebutkan sumber material tersebut demi menjaga dan
mendongkrak strata sosialnya.

Sedangkan bagi Weber, keterlibatan emosional dalam diri manusia untuk berbuat (means of
emotional production) dipandang ikut serta menyumbangkan lahirnya konflik dalam kehidupan
manusia. Emosi mampu membangun hubungan yang beragam antar manusia. Bahkan emosi
juga mampu menegaskan keabsahan sebuah agama dan ideologi tertentu. Emosi juga
berpotensi turut meyumbangkan dominasi dan hegemoni, meminjam istilah Gramsci, dalam
mengartikulasikan dominasi kelompok atas kelompok lain. Solidaritas sosial juga bisa dibangun
di atas pilar kesamaan emosi. Akibatnya konflik bisa terjadi ketika emosi saling berbenturan.
Dengan kata lain materi hanyalah sekedar variabel bebas yang dipengaruhi oleh faktor emosi
dalam diri manusia itu sendiri. Emosilah yang kemudian memisah-misahkan antara manusia
satu dengan lainnya atas nama identitas yang sangat subjektif. Oleh karenanya, sekuat apapun
sentimen sebuah kelompok dinyalakan, namun jika masing-masing individu mampu menahan
diri dan gejolak emosinya, maka benih-benih konflik masih mungkin diredam.

Akar Konflik di Indonesia

Konflik etnis merupakan bentuk perseteruan antar etnis yang berbeda-beda yang mampu
terpelihara dari generasi ke generasi berikutnya. Bertrand (h.221) berpendapat bahwa konflik
semacam ini dapat disebabkan oleh beberapa hal. Pertama, konflik disebabkan oleh
pendefinisian ulang tentang identitas etnis dan kaitannya dengan pihak lain, semisal kelompok
lain, negara, atau bangsa. Kedua, bentuk nasionalisme yang lebih inklusif kadang menyebabkan
marjinalisasi sosial dan kultural atau penyingkiran warna etnis tertentu. Atas nama
pembangunan yang dijustifikasi oleh sebuah Undang-Undang, semisal UU Pertambangan No.
11 Tahun 1967 yang secara sadar dan konstitusional mengantar negeri ini pada bencana
ekologis, sosial, dan kultural yang amat dahsyat. Dengan sengaja negara menafikan hak-hak
masyarakat lokal dan merusak sumber hidup mereka, bahkan distruksi akut atas kekayaan sosial
dan kultural masyarakat sekitar dilakukan secara sistematis oleh penguasa. Berapa banyak
kerugian yang diderita masyarakat lokal selama ini karena eksploitasi alam berimbas pada
keberadaan mereka yang makin tersingkir. Penindasan dan intimidasi atas hak-hak mereka
seakan tak pernah selesai selama kerakusan masih berkuasa, semisal Freeport di Papua, Kaltex
di Riau; Mobil Oil di Aceh; Barisan Tropical Mining di Sumatra Selatan; Bukit Asam di
Sumatra Barat; Tambang Timah di Bangka dan Belitung; Aneka Tambang di Pongkor Jawa
Barat; Arutmin, Adaro, Baradatra, Conghua di Kalimantan Selatan; Indo Muro Kencana di
Kalimantan Tengah dan sebagainya yang semakin menindas ekologi natural, sosial dan kultural
masyarakat tempatan. Ketiga, masyarakat multikultur memiliki tantangan riil dimana
pemimpin politik berusaha untuk menyatukan komunitas politik yang beragam dengan
mengorbankan keberagaman itu sendiri. Hal ini tentu saja dapat berujung pada konflik etnis
karena marjanilisasi kelompok tertentu secara politis.
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Bagi sementara pengamat mereka memandang bahwa konflik di Indonesia lebih disebabkan
karena ketidakmerataan sosio-ekonomi yang berpangkal pada frustasi massa dalam bentuk
kekerasan yang terkadang agama menjadi kuda tunggangan (h.110). Sudah menjadi rahasia
umum bahwa selama rezim Orde Baru berkuasa kekayaan negara hanya berkutat pada lingkar
elit dan kroninya. Bertrand (h.113) juga mengulas konflik yang disebabkan oleh peran
provokator. Memang diakui bahwa ada provokator dibalik semua kerusuhan, namun ia lebih
mendasarkan pendapatnya bahwa peran provokator tidaklah signifikan karena dia hanya “actor
in the spot” (pemain laga di arena) yang jika dibahas pun tidak mengulas dasar penyebab
sesungguhnya.

Konflik atas nama agama pun menjadi noktah hitam dalam mozaik historisitas negeri ini.
Secara subjektif Bertrand berpendapat bahwa bentrok berwarna agama antara Kristen dan
Islam yang sempat meledak di Ambon, Maluku, Flores telah menimbulkan korban di pihak
penganut Kristen yang sangat signifikan (h.xii). Sayangnya Bertrand tidak memberikan data
akurat jumlah korban dari kedua belah pihak ini. Ia hanya menyimpulkan korban paling
signifikan di kalangan Kristen saja. Ia pun tidak memaparkan latar belakang yang berimbang
dan menukik mengenai konflik antara dua agama di daerah-daerah tersebut secara tajam dan
proporsional. Masih menurut Bertrand bahwa antara tahun 1995-1996 sejarah juga mencatat
adanya kerusuhan di Situbondo, Tasikmalaya dan sebagian lain di Jawa yang juga
memakan banyak korban jiwa dan harta. Disamping itu sentimen anti Cina pun marak dan
menyala. Sentiman anti kelompok agama pun berubah pada vandalisme simbol-simbol dan
tempat ritual agama. Perusakan rumah ibadah menimbulkan skala konflik yang lebih luas, yakni
benturan antara kelompok agama yang berbeda.

Sebagai catatan bahwa antara tahun 1997 hingga 2002, sekurang-kurangnya 10,000 orang
terbunuh akibat konflik ethnis di Indonesia. Antara tahun 1996-1997, dan 2001, dua
gelombang besar kerusuhan terjadi antara etnis dayak dan Madura di Kalimantan Tengah dan
Barat yang menyebabkan 1,000 orang terbunuh dan ratusan ribu etnis Madura kehilangan harta
bendanya. Di Maluku sekitar 5,000 orang terbunuh karena kerusuhan etnis berwarna religi yang
terjadi awal Januari 1999 dan puing-puing konflik terus mengepulkan asapnya hingga kini.
Menyusul referendum Timor-Timur pada Agustus 1999 sekitar 1,000 orang tewas, dan sekitar
200,000 menjadi pengungsi karena konflik bernuansa politis ini. Korban DOM di Aceh makin
memuncak sejak 1999, dan mengakibatkan sekita 1,800 orang terbunuh antara tahun 2000-
2001. Belum lagi bom yang meledak di Bali yang menewaskan 200 orang yang kebanyakan turis
asing. Meski bom di Bali lebih merupakan perbuatan kelompok teroris.

Bagi Bertrand semua konflik yang ada sesungguhnya berujung pada penciptaan model negara
Indonesia yang mempersempit ruang gerak masyarakatnya karena sentralistis dan
paternalistik. Pelembagaan model Indonesia ke dalam sebuah negara kesatuan ternyata
menyisakan marjinalisasi dan penyingkiran kelompok-kelompok tertentu. Bahkan diantara
etnis-etnis di Indonesia ada yang merasa bahwa mereka adalah berbeda dibanding “etnis
umum” di Indonesia, seperti orang-orang di Aceh, Timor-Timur, dan Papua. Bertrand tidak
menyebutkan sentimen anti Jawa dalam beberapa masyarakat etnis di Indonesia. Akibat konflik
berkepanjangan, setidaknya terdapat dua presiden yang dipaksa mundur karena
ketdakbecusannya dalam meredam konflik yang terjadi, diantaranya adalah Habibie dan
Abdurahman Wahid. Bertrand (h.3) mencatat bahwa eskalasi konflik bisa terjadi dan mencapai
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titik nadir dikarenakan lemahnya pemerintahan, kondisi ekonomi yang tidak kunjung membaik,
transisi menuju demokrasi yang membawa arus perubahan drastis, undang-undang otonomi
yang belum matang, dan perubahan konstitusi yang memberikan kekuasaan berlebih kepada
legislatif. Oleh karena itu, ledakan konflik kelihatan lebih banyak terjadi pasca lengsernya
Suharto. Secara gambalang Bertrand berpendapat bahwa pasca kejatuhan Suharto bukanlah
penyebab utama munculnya konflik etnis di Indonesia. Konflik di Indonesia lebih dipicu oleh
reformasi dan demokratisasi kelembagaan yang mewakili semua rumpun etnis dan
memberikan akses ke sumber-sumber material yang menghidupi orang banyak. Demokratisasi
yang mulai didengungkan pada era reformasi mengakibatkan kelompok-kelompok politik dan
sosial tertentu berusaha mengaktualisasikan dirinya, semisal kelompok Islam garis keras yang
berusaha menancapkan peran Islam dalam alur politik praktis, suku Dayak yang menolak
dipinggirkan, sentimen putra daerah, dan Timor-Timur yang menggunakan momentum
demokrasi untuk menyatakan kemerdekaannya.

Buku ini mendasarkan analisanya tentang kemunculan konflik yang ada di Indonesia pada
beberapa tesis. Pertama, peran elit di Jakarta, biasa dikenal dengan istilah tesis provokasi. Tesis
ini meniscayakan bahwa konflik memiliki hubungan yang kuat dengan para elit di Jakarta.
Penganut tesis ini meyakini bahwa kelompok elit di Jakarta memiliki garis komando dengan
kelompok preman yang ada di wilayah lokal untuk memperebutkan sumber pakan. Namun
agaknya tesis ini dipandang lemah terbukti elit di Jakarta tidak menemukan siapa dalang di balik
kerusuhan tersebut meski peran provokator bisa ditemukan di beberapa kasus. Alasan
berikutnya adalah peran provokasi baru bisa mendulang sukses manakala prasyarat adanya
ketegangan (tension) dalam sebuah kelompok masyarakat sudah menggunung dan mudah
disulut. Kedua, persaingan antara kekuasaan dan sumber-sumber material daerah karena
implementasi Undang-Undang Otonomi Daerah. Benturan terjadi di tingkat lokal atas sumber-
sumber negara, akses menjadi PNS dan posisi elit di daerah. Terbukti akibat undang-undang
yang memberikan kekuasaan lebih banyak kepada daerah, gesekan-gesekan baru pun
bermunculan. Di tahun 1999, kerusuhan marak terjadi di Maluku, Kalimantan, dan Poso ketika
Undang-Undang ini mulai diimplementasikan. Tesis ini pun memiliki kelemahan, diantaranya
adalah bahwa peranan elit dalam memobilisasi massa pun kenyataannya kecil dan terbatas.
Sehingga, kelemahanan teori ini sama dengan tesis provokasi. Cuma beda pada tingkat
komando di level daerah. Ketiga adalah ketidak puasan lokal terhadap kebijakan pusat.
Misalnya saja yang terjadi di Kalimantan Barat dimana Suku Dayak mengajukan reaksi terhadap
kebijakan pusat yang menyebabkan Dayak terpinggirkan secara politis dan ekonomis (h.54).
Demikian pula lahirnya GAM di Aceh lebih dikarenakan bagi hasil sumber alam yang tidak
seimbang. Penggunaan tangan besi oleh negara merupakan faktor penting dalam menyulut
lebih besar konflik (h.6-7). Agaknya, Betrand lebih setuju kalau konflik di tanah air ini akibat
kebijakan pusat yang menafikan pemerataan kemakmuran kepada daerah.

Dalam bab “Critical junctures, nationalism, and ethnic violence”, Bertrand melihat bahwa konflik etnis
ini dapat dibentuk dan dibidani oleh konteks institutional atau kelembagaan. Dibentuknya
lembaga politik memiliki akibat langsung terhadap pembentukan identitas etnis, karena potensi
rekayasa identitas dapat digunakan untuk memobilisasi massa. Kondisi ini bida ditilik dari
beberapa pendepakatan, diantaranya adalah pendekatan konstruktifis, instrumentalis, dan
pendekatan primordialis. Pendekatan konstruktifis menekankan bahwa kontek sosial dan
historis dapat membentuk, merubah, dan bahkan memperjelas batas-batas wilayah etnis dan
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dasar-dasar konflik itu sendiri. Pendekatan instrumentalis lebih memfokus pada peranan elit
kelompok etnis dalam memobilisasi identitas kelompok. Sedangkan pendekatan primordialis
memperjelas pewarisan identitas etnis melalui hubungan darah dan takdir. Pembentukan
Indonesia ke dalam sebuah nation (negara bangsa) merupakan keniscayaan adanya kelompok-
kelompok etnis yang merasa tersisihkan. Bangsa adalah komunitas tanpa batas yang pasti,
meminjam istilah Ben Anderson (1991), Imagined community, yang berbagi rasa dan persamaan.
Negara bangsa meniscayakan nation building yang berpijak pada pembentukan karakter yang
sama, norma, sistem nilai dan kebudayaan yang mengikat. Sehingga proses inklusi dan eksklusi
sangat mungkin terjadi. Oleh karena itu untuk meredam konflik yang ada pada negara bangsa
seperti Indonesia ini dibutuhkan adanya politik yang inklusif, sebagaimana Charles Taylor
(1994) menamakannya “Politics of Recognizition”. Model inklusif ini mewajibkan adanya dialog
antar etnis yang sangat plural ini. Identitas manusia hanya bisa dicapai melalui interaksi manusia
dengan dunia dan manusia lainnya (significant others) (Milstein, 2006).

Wacana nasionalisme juga membuahkan kekecewaan di sebagian masyarakat kita. Ternyata
proses nasionalisme menggariskan bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa modern yang
kemudian membangun kotak-kotak sosial berdasar suku dan peradaban. Walhasil, marjinalisasi
kelompok tertentu menjadi konsekuensi logis, seperti terpinggirnya suku-suku pedalaman dan
orang-orang pedesaan. Mereka dipandang sebagai warga kelas dua, primitif, terbelakang dan
tidak modern serta tidak memenuhi karakteristik warga modern Indonesia. Nasionalisme
meniscayakan modernitas dalam berfikir dan bertindak. Dalam analisanya, agaknya Bertrand
menafikan satu lembar realitas bangsa Indonesia yang masih terus membayang-bayangi
perjalanan bangsa besar ini. Satu kenyataan bahwa bangsa ini adalah bangsa bekas jajahan
menurut kacamata post-kolonialisme. Gesekan etnis merupakan kenyataan yang diwariskan
oleh pemerintah kolonial. Peperangan dan konflik di banyak negara berkembang mengalami
evolusi dan transformasi. Konflik bukan lagi dipicu oleh kemiskinan, marjinalisasi dan
keterbelakangan, namun konflik lebih dipicu oleh usaha melanggengkan otonomi budaya dan
identitas kelompok (Stewart, 2002). Stewart (2002) berpendapat bahwa otonomi semacam ini
merupakan warisan kolonial yang mengakar begitu kuat dalam kehidupan kelompok manusia di
negeri bekas jajahan.

Islam: Relasi Agama dan Negara

Di republik ini, agama merupakan bagian dari kehidupan yang paling sensitif, sakral dan
transenden. Sehingga, persinggungan antar pemeluk agama bisa menjadi benih konflik di
kemudian hari. Penyebaran agama melalui ajang dakwah pun menjadi sumber percekcokan
yang tak kunjung padam. Bertrand (h.78) menulis bahwa kelompok Muslim memandang elit
Kristiani sedang menjalankan proyek Kristenisasi di Indonesia sebagai bagian dari program
Kristenisasi dunia. Kelompok Muslim menolak pembangunan gereja di sebuah daerah dimana
penduduknya mayoritas Muslim. Di tahun 1967, Konflik terjadi di Meulaboh, Aceh Barat, di
sana Muslim menolak pendirian sebuah Gereja Methodis dengan alasan Muslim adalah
Mayoritas di Meulaboh. Pemerintah mencoba menengahi konflik bernuansa agama ini dengan
membentuk wadah konsultasi antar pemeluk agama tahun 1967. Menteri Agama mengetuai
pertemuan tersebut. Dalam pertemuan itu Ahmad Dahlan, ketua Organisasi
Muhammadiyah, terang-terangan menuduh bahwa umat Krsitiani secara sistematis berusaha
menghapus Islam dari tanah Indonesia. Untuk meredam konflik bernuansa agama ini,
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kemudian pemerintah menyarankan bahwa dakwah penyebaran agama hanya bisa dilakukan
untuk masyarakat di luar agama-agama besar yang diakui di Indonesia (Islam, Kristen, katholik,
Hindu, dan Budha). Atas keputusan ini, tokoh-tokoh Muslim menerima, akan tetapi tokoh-
tokoh dari pihak Kristen menolak saran pemerintah ini (h.78). Tahun 1969, Menteri Agama
mengatur perijinan pendirian rumah ibadah bagi semua pemeluk agama. Dalam perijinan
tersebut diatur agar pendirian sebuah rumah ibadah harus mendapatkan ijin dari gubernur. Dan
tidak boleh sebuah rumah tempat tinggal digunakan untuk aktifitas ibadah massal. Untuk itu
dikeluarkanlah UU no 77 tahun 1967 yang mendukung dialog antar umat agama. Tahun 1981,
MUI mengeluarkan fatwa haramnya paritisipasi umat Islam dalam peringatan hari besar agama
lain. Namun hal ini tidak digubris pemerintah, akibatnya ketua MUI, waktu itu
Hamka, mengundurkan diri.

Bertrand juga mencatat bahwa selama dekade awal karir politiknya hingga akhir 1970-an,
Soeharto kurang bersimpati terhadap kelompok-kelompok Islam. Bahkan sebelum pemilihan
Umum 1977 Soeharto memanggil Frans Seda dan Kasimo, dua orang aktivis partai Katolik
untuk menghadapnya. Dalam pembicaraan mereka Soeharto sempat mengatakan bahwa,
“Musuh bersama kita adalah Islam” (h.81). Pandangan Soeharto ini sejatinya sudah lama
dibangun dan dipengaruhi oleh tiga orang dekat Soeharto, yakni Ali Moertopo (ketua Opsus),
Yoga Sugama (ketua Bakin), dan Sudjono Humardhani sebagai penasehat kunci di lingkaran
Soeharto. Untuk mendukung kedudukan kelompok nasionalis non-Islam, Moertopo dan
Humardhani membentuk sebuah organisasi think-tank tahun 1971 dengan nama CSIS (The
Centre for Strategic and International Studies). CSIS didukung oleh kebanyakan Cina
keturunan yang beragama Katolik Roma. Dalam perkembangan selanjutnya, organisasi think-
tank ini sangat berpengaruh atas kebijakan-kebijakan pembangunan masa Soeharto waktu
itu. Pejabat Militer terdekat Soeharto yang non Muslim diantaranya adalah Soedomo
(Pangkopkamtib) dan Benny Moerdhani (mantan asisten Ali Moertopo) serta Maraden
Pangabean yang kemudian menjadi Menteri Pertahanan.

Tahun 1977 menandai kelayuan kelompok non-Muslim dalam lingkaran pemerintahan
Soeharto. Tahun tersebut ditandai oleh kebijakan fusi partai-partai Islam ke dalam satu partai,
yakni PPP (Partai Persatuan Pembangunan); sebuah partai Islam berlambang
Ka'bah. Sementara itu banyak pengamat menghawatirkan akan membengkaknya dukungan
umat Islam terhadap partai baru ini. Melihat kemungkinan Golkar akan mengantongi suara
kurang dari 50%, dengan lihainya Ali Moertopo menghembuskan isu Komando Jihad, ia
berperan sebagai “agent provocateurs”. Walhasil, pemerintah dengan mudah dapat menangkap
beberapa pentolan pemimpin umat Islam yang memiliki basis massa yang memungkinkan
kemenangan PPP ini. Disamping itu pemerintah juga memperkokoh peran tentara dalam
menghadapi kelompok Islam pada masa itu. Hingga tahun 1980 elit Kristiani masih menikmati
keterdekatan mereka dengan pemerintah, semisal Sumarlin dan Prawiro.

Lebih dua dekade, Soeharto menjauhi Islam dan kelompok Islam karena kepentingan politik
dan darah abangan Soeharto. Tahun 1990-an merupakan babak baru kedekatan Soeharto
dengan Islam dan kelompok Islam. Pada saat itu organisasi Islam diintegrasikan ke dalam
pemetintahannya. Ia kemudian menjaga jarak dari kelompok abangan dan kelompok Kristen
dan beralih pada kelompok Islam. Akhir 1980-an dan awal 1990-an, para pelajar Muslim
perempuan diperkenankan memakai jilbab; simbol terlarang yang dinilai mampu
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merepresentasikan kebangkitan Islam pada waktu itu. Pelarangan tersebut didukung oleh Daud
Yusuf yang selama menjadi Menteri Pendidikan pernah terang-terangan melarang pemakaian
jilbab di sekolah. Dekade 1990-an menyaksikan sokongan Soeharto dalam pendirian bank-bank
syari'ah . Bersama dengan kolega dan keluarganya, Soeharto menunaikan ibadah haji tahun
1991. Satu tahun kemudian, pada Pemilu 1992 banyak kelompok Islam mendukung Soeharto,
dan kabinet 1993 menengarai babak baru penghijauan Orde Baru (greening New Order). Saat
itulah Soeharto lebih didukung oleh para jenderal “hijau”, semisal Faisal Tanjung, Hartono,
Prabowo dan Wiranto (h.88). Soeharto juga mendukung pendirian ICMI karena
keterdekatannya dengan seorang intelektual sains Habibie.

Langkah-langkah tersebut merupakan upaya Soeharto untuk menyingkirkan kelompok-
kelompok Katolik dari lingkaran kehidupan politiknya. Moerdhani yang kritis terhadap bisnis
anak presiden terpaksa harus disingkirkan. Kabarnya dia menasehati Soeharto agar
mengundurkan diri dan membatasi gerak gurita bisnis anak-anaknya (h.84). Abangan dan
Katolik yg dekat dengan Moertopo dan Moerdhani secara perlahan dikikis oleh Soeharto, baik
di jajaran kabinet maupun di tubuh ABRI. Menurut Bertrand, Tanjung, Hartono, dan Prabowo
adalah kelompok instrumental yang berperan dalam menyingkirkan kelompok Moerdhani cs
(h.88). Nominasi kabinet 1993 menunjukkan kekuatan Islam kala itu. ICMI kemudian
mendirikan Cides sebagai rival CSIS. Bahkan DDII memiliki peran penting dalam ICMI yang
kemudian membangun hubungan yang amat mesra dengan pemerintah.

Peranan NU pun sulit dibilang tidak ada karena setelah tersisih dari PPP, akhirnya NU keluar
dari percaturan politik pada tahun 1982. Pada saat itu NU bertekad untuk kembali ke khithah
1926 sebagai organisasi yang berbasis pada sosio-religius non politik. Pasca keluarnya NU dari
PPP, Abdurrahman Wahid membangun koneksi dengan Golkar dan menempatkan suara NU
ke Golkar. Akibatnya PPP mengalami penggembosan suara yang sangat signifikan, yakni hanya
mendapatkan suara 11,82% saja dibanding pada perolehan suara tahun tahun 1982 dimana
PPP mendapatkan suara 15,96% (h, 86). Karena itulah suara Golkar meningkat tajam menjadi
72,99% (dibanding perolehan tahun 1982 dimana Golkar mendapat 64,34%).

Keterdekatan Soeharto dengan kelompok Islam semakin terlihat, misalnya pengangkatan
Bupati yang beragama Islam, meski berada di kantong non-Islam, semisal di Flores seorang
Bupati beragama Islam diangkat pada awal 1990-an. Saat itulah Soeharto dinilai terlalu
diskriminatif terhadap kelompok minoritas. Sindrom favoritisme inilah yang kemudian
berpangkal pada sentimen agama yang melahirkan benturan dan konflik berkepanjangan. Di
Surabaya, pada tanggal 9 Juni 1996 sebuah gereja dibakar. Kemudian Insiden 10 Oktober 1996
sempat meledak di Surabaya yang dipicu oleh seorang yang bernama Saleh yang menghina
Allah dan Kyai As'ad. Pengadilan menentukan bahwa Saleh hanya dikenai hukuman 5 tahun
penjara. Hal inilah yang kemudian menyulut kerusuhan yang lebih besar. Kerusuhan di
Kupang, Nusa Tenggara Timur terjadi 30 Nopember 1998 yang disulut oleh terbunuhnya
seorang Muslim oleh seorang migran dari daerah lain.

Kerusuhan etnis maupun agama yang terjadi kebanyakan bersifat lokal. Bertrand meyakini
bahwa sejatinya semua anarkisme dan konflik yang bergejolak tersebut berawal dari sebuah
protes atas model penafsiran negara bangsa yang bernama Indonesia ini (h.218). Bertrand
berpendapat bahwa menjadi bangsa Indonesia dan negara kesatuan bukanlah sumber dari
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kerusuhan etnis. Akan tetapi yg menjadi penyebab utama adalah cara mereka menafsirkannya
dan pelembagaan yang berbeda-beda itu. Ketika kebangsaan dikumandangkan, maka para elit
mengingkari bahwa proses kebangsaan membutuhkan waktu untuk menafsirkan siapa
sebenarnya bangsa Indonesia itu. Sayangnya, kebangsaan diterjemahkan sebagai suatu
kebersamaan dalam bentuk penyeragaman. Segala usaha untuk menyatukan kriteria dan budaya
dalam “penyamaan” bukan “persamaan dan kebersamaan” adalah penyebab betapa banyak
kelompok yang tertindas dan termarjinalkan mengekspresikan protesnya manakala kran
demokrasi mulai dibuka.

Penutup

Terlepas dari sisi subjektif dan kekurangan dalam buku ini, buku in merupakan sumbangan
Bertrand dalam memotret akar konflik yang selama ini terjadi di atas panggung negara
Indonesia. Buku ini seakan menguak kenyataan bahwa konfik di Indonesia memiliki spektrum
yang menembus tataran lokal, institusional dan nasional. Kebanyakan konflik dipicu oleh
gesekan kepentingan politik, upaya melindungi identitas etnis, penghambaan terhadap ideologi
tertentu, dan marjinalisasi kelompok-kelompok tertentu atas nama demokrasi dan
pembangunan. Memahami konflik merupakan usaha maha penting dalam merumuskan
kebijakan pembangunan nasional di Indonesia (Barron, Smith & Woolcock, 2004). Lebih-lebih
lagi akibat dan trauma fisik, mental, eknomis dan psikologis pasca konflik akan sangat
menghambat kebebasan individu dalam menghirup kehidupan yang layak di alam demokrasi
dan pembangunan.

Mungkin kita perlu merenungi bahwa sebuah bangsa dibentuk untuk hidup bersama,
sebagaimana Ernest Renan pernah mengatakan, “Que'st qe'une nation?” (apakah itu sebuah
bangsa?), dia katakan, “Le desire d'etre ensemble” (yakni keinginan untuk bisa bersama). Tentunya
yang kita butuhkan adalah kebersamaan yang tidak menafikan perbedaan. Andaikata perbedaan
diterima sebagai bagian dari peradaban anak bangsa, mungkin kita berkeinginan untuk
membangun sebuah produk peradaban yang berbasis pada saling pengertian dan filsafat
dialogis. Bukan peradaban egoistis yang hanya bermuara pada hegemoni kelompok tertentu
dan menafikan keberadaan kelompok lain. Hal ini sesuai dengan pandangan Bertrand di akhir
catatannya yang menyatakan bahwa:

National models based on single nations or cultural criteria that exclude or marginalize groups
may produce much violence. Political leaders sometimes choose to consolidate states frist
before crafting nations or natinal models. In that ciscumstances, state repressive instruments
are often used to quell seccesionist rebellions or groups whose perspectives may differ from
that of state leaders. In the end, however, nationalist dreams cannot escape the realities of
multi-ethnic or multicultural diversity (h, 223).

Kita sebenarnya bisa membangun sebuah teologi kebersamaan yang merangkul semua
perbedaan, sebagaimana Sufi terkenal dari Baghdad Syaikh al-Akbar Muhyid Din ibn Arabi (w.
1240) yang pernah mengatakan “ Hatiku telah terbuka untuk segala bentuk. Agamaku adalah
ladang untuk para rusa, padepokan bagi para rahib Nasrani, candi bagi patung-patung, Ka'bah
bagi para peziarah, altar bagi Taurat dan al Qur'an. Aku mengamalkan sebuah agama cinta;
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kemana dia berjalan maka diapun melaju, agama cinta akan menjadi agamaku dan
keyakinanku.” Mungkinkah agama cinta bisa mengikis atmosfir konflik dan mengembalikan
hakikat kemanusiaan kita kepada fitrahnya yang selalu ingin menciptakan damai demi kemajuan
bersama?
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